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' PALU, MERCUSUAR-

GUBERNUR LAPORKAN LPKD 2012

Rekomendasi BPK
Segera Ditindaklanjuti

Kepala Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan

. Sulteng, Sumardi berharap agar Gubernur
Sulteng H Longki Djanggola segera
menindaklanjuti rekomendasi atas

temuan BPK.

Pernyataan itu, disam-
paikan saat penyerahan
laporan keuangan pemer-
intah daerah (LKPD) tahun
2012, dari Gubernur Longki
kepada BPK Perwakilan
Sulteng, yang berlangsung
di ruang rapat BPK.

Dalam proses penyerahan
LKPD itu, Gubernur Longki
didampingi Sekretaris
Provinsi (Sekprov) Amdjad
Lawasa, Inspektur Provinsi

Mulyono, dan para peja-
bat SKPD di lingkungan
Pemprov Sulteng.

BPK nantinya akan
melakukan audit terhadap
LKPD Provinsi Sulteng, yang
terdiri dari neraca laporan
realisasi anggaran (LRA),
laporan arus kas (LAK) dan
catatan atas laporan keuan-
gan (CaLK). Pada kesempa-
tan itu, Gubernur Longki
juga menyerahkan Laporan

Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) TA
2012, Laporan Reviu LKPD
dari Inspektorat Provinsi
serta Surat Pernyataan
Tanggungjawab dari
Gubernur.

Penyerahan LKPD itu,
merupakan amanat UU
Nomor 1 Tahun 2004 ten
tang Perbendaharaan Ne-
gara, Pasal 56 ayat 3, me-
nyatakan bahwa gubernur/
bupati/walikota menyam-
paikan laporan keuangan-
nya ke BPK RI, paling lam-
bat tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir atau
sampai dengan tanggal 31
Maret.

Setelah LKPD dari Pemda

; PENJABAT BUPATI BALUT
Tiga Nama akan Diusulkan

PALU, MERCUSUAR-
Dalam waktu dekat, tiga
nama calon penjabat Bupati
Banggai Laut (Balut) akan
diusulkan ke Mendagri un-
 tuk kemudian ditetapkan.

R v A

kabupaten induk telah
mempersiapkan dan men-
galokasikan anggaran untuk
persiapan pembentuk daer-
ah otonom baru (DOB), baik
untuk pengadaan mobil dan

diserahkan kepada BPK,
maka sesuai dengan UU
Nomor 15 Tahun 2004 ten-
tang Pemeriksaan Penge
lolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, Pasal 17
ayat 2, BPK hanya mem-
punyai jangka waktu dua
bulan untuk menyelesaikan
laporan hasil pemeriksaan
dan menyerahkannya ke-
pada DPRD. “Saya berharap
agar gubernur segera men-
indaklanjuti,rekomendasi-
rekomendasi atas hasil pe-
meriksaan BPK,” harapnya.
Kemudian kata dia, untuk
mencapai opini wajar tanpa
pengecualian (WTP), ada
beberapa hal yang harus
ditempuh diantaranya, per-
Iu adanya komitmen dari
kepala derah dan seluruh
jajaran SKPD. Mengenali
masalah, terutama dari ha-
sil-hasil pemeriksaan yaitu
percepatan tindak lanjut
rekomendasi BPK.
Selanjutnya menunjuk
pejabat yang tepat dan
bertanggungjawab untuk

menindaklanjuti permasala-
han, menyusun rencana
aksi yaitu langkah-langkah
apa yang ditempuh untuk
opini WTP, dan monitoring
dan evaluasi atas segala
langkah-langkah yang telah
dilakukan.

Gubernur Sulteng ber-
harap LKPD Sulteng TA
2012, yang akan diaudit
mendapatkan hasil maksi-
mal yaitu mendapat opini
WTP atau minimal menda-
patkan opini seperti tahun
sebelumnya yaitu Wajar
Dengan Pengecualian
(WDP). "Kami telah bekerja
maksimal dalam pengelo-
laan keuangan daerah dan
menyajikan LKPD sesuai
dengan ketentuan. Tentunya
kami berharap mendapat
hasil yang memuaskan.
Syukur-syukur opininya
menjadi WTP atau minimal
opininya tetap seperti tahun
sebelumnya‘ yaitu WDP,
Jangan sampai opininya
turun menjadi disclaimer,”
harapnya. urv/*




